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DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK 

Masalah kearsipan semakin disadari arti pentingnya hampir diseluruh penjuru dunia dan telah ditegaskan dalam Deklarasi Universal Tentang Kearsipan, bahwa Arsip merekam keputusan, tindakan, dan memori. Arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi berikutnya. Arsip dikelola sejak penciptaan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya. Arsip merupakan sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Arsip memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya pengetahuan mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana kebijakan pengaturan kearsipan di daerah Kabupaten Pati dalam rangka membangun pemerintahan yang Good Governance ? dan bagaimana pembentukan intrumen hukum sebagai wujud kebijakan tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Pati ? 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan  konsep dan pendekatan perbandingan. 

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa, arsip sebagai identitas  dan  jati  diri  bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara; disamping itu untuk  menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin  pelindungan kepentingan  negara  dan  hak-hak  keperdataan rakyat,  serta  mendinamiskan  sistem  kearsipan, diperlukan  penyelenggaraan  kearsipan  yang sesuai  dengan  prinsip,  kaidah,  dan  standar kearsipan  sebagaimana  dibutuhkan  oleh  suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal; terakhir dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi dan  mendukung  terwujudnya  penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan   bersih,   serta   peningkatan   kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,   perusahaan,   organisasi   politik, organisasi  kemasyarakatan, dan  perseorangan harus    dilakukan    dalam    suatu    sistem penyelenggaraan   kearsipan   nasional   yang komprehensif dan terpadu; 

Ketiga hal tersebut dijadikan landasan untuk dilakukan pengaturan  sistem kearsipan di daerah sebagai bagian dari sistem kearsipan nasional yang sekaligus melaksanakan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di Kabupaten Pati sebagai antisipasi agar permasalahan yang terkait dengan kearsipan  dapat teratasi dengan baik dan benar. Arsip sebagai dasar  untuk keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan di daerah  yang didasarkan pada data yang akurat sehingga akan dihasilkan usulan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dan diimplementasikan serta diharapkan akan tercipta  penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
Kata Kunci : Pengaturan Sistem Kearsipan, Good Governance, Kab Pati 

  ABSTRACT

Archival issues are increasingly realized its significance almost all over the world and has been affirmed in the Universal Declaration On Archives, that the archives record the decisions, actions, and memory. The archive is the legacy of a unique and irreplaceable across one generation to the next. Since the creation of managed archives to preserve value to and allocation. The archive is a legitimate source of information in support of the activities of the Administration accountable and transparent. Archives play a crucial role in the development of society by way of safeguard and assist the individual and collective memory. The openness of the archive access enriches the knowledge of society, encouraging democracy, protect the rights of citizens, and improve the quality of life.
The issue raised in this study is, how archival setting policy in Kabupaten Pati in order to build Good Governance? and how the establishment of legal instruments of the policy as a form of organizing the archives in Kabupaten  Pati? 

Research methods used in this research is  Normative Juridical Method, with legislation approach , concept  approach and  approach of comparison. The issue raised in this study is, how archival setting policy in Kabupaten Pati in order to build good governance Good Governance? and how the establishment of legal instruments of the policy as a form of organizing the archives in Kabupaten Pati? 

Considerations in the Act No. 43 of 2009  about Archives,  mentioned that, as the identity and the identity of the nation, as well as memory, citations, and the material responsibility in the life of society, nation, and State should be managed and saved by the State; In addition, to ensure the availability of authentic and reliable records, ensure the country's interests and shield cover the rights of the people's keperdataan, as well as mendinamiskan archival systems, required the Organization of archives that comply with the principles,  rules, and archival standards as required by a system of organizing the National Archives a reliable; last in order to face the challenges of globalization and to support the attainment of the Organization of the State and in particular good governance and clean, as well as improving the quality of public services, organizing the archives in the institutions of the State, local governance, institutions, companies, political organizations, civic organizations, and individuals should be done in a system of organizing the National Archives a comprehensive and integrated.
The third thing that made grounding to do local archival system  in local government as part of a national archival system and carry out the mandate of  Act No. 23 of  2014 about Local Governance, particularly in Kabupaten Pati as a anticipation so that problems related to archives can be resolved properly and correctly. The archives as the basis for the sustainability of development in the local governmemnt of organizing based on accurate data so that the resulting proposal development planning will be undertaken and implemented and are expected to be created  organizing a good and clean government.

Keyword:  Archival System Regulation, Good Governance, Kabupaten 

BAB I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah
                          Dalam Glossary of Archival and Records Terminology
, archives (also archive) atau arsip, adalah kata benda, dan salah satu diantaranya didefinisikan sebagai 

“Materials created or received by a person, family, or organization, public or private, in the conduct of their affairs and preserved because of the enduring value contained in the information they contain or as evidence of the functions and responsibilities of their creator, especially those materials maintained using the principles of provenance, original order, and collective control; permanent records.” 

Cakupan arsip ternyata begitu luas, bukan hanya setumpuk berkas yang disimpan untuk sewaktu-waktu dibuka manakala diperlukan. Oleh karena pentingnya arsip dan untuk menjamin ketersediaan arsip yang authentic dan terpercaya sebagai alat bukti, maka Pemerintah Indonesia membentuk UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan tegas menyebutkan negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis, maka secara hukum positif negara telah berkomitmen terhadap perlindungan dan penyelamatan arsip negara yang esensial yang terlahir atas pelaksanaan suatu kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan mengacu pada pasal tersebut di atas menjadi kewajiban Pemerintah Pusat sampai pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota  untuk mengelola arsip di wilayah masing-masing supaya asset yang dimiliki mampu dijaga karena adanya bukti authenik.

Kejadian yang belum lama  dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah dengan hilangnya salah satu asset yang cukup strategis melalui adanya  Putusan PN Semarang tanggal 20 Agustus 2015 yang mengalahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempertahankan Kawasan PRPP. Dengan Putusan itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah  kehilangan salah satu asset daerah berupa kawasan PRPP yang semula merupakan kawasan yang cukup luas dan merupakan salah satu obyek wisata yang membanggakan. Lepasnya asset Provinsi Jawa tengah ini salah satu penyebabnya pihak Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat  menunjukan  sertifikat kepemilikan lahan. Tidak adanya sertifikat sebagai bukti kepemilikan dengan alasan hilang. Andai ketertiban dan kerapian arsip terjaga dan semua bukti administrasi asset daerah tersimpan rapi sebagai arsip, maka hal seperti itu tidak akan terjadi 
.
Supaya hal-hal yang demikian tidak terulang lagi khususunya di  Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka upaya harus dilakukan karena  penyelenggaraan urusan kearsipan juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi terciptanya tata pemerintahan daerah yang baik (good governance). Dalam pelaksanaan urusan kearsipan tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan arsip semata namun mencakup banyak hal, mulai dari pengumpulan arsip, pengelolaan/penyelamatan arsip, penyimpanan arsip, hingga pemanfaatan arsip baik yang statis maupun  dinamis.

Terkait dengan pengumpulan arsip, beberapa OPD ( Organisasi Perangkat Daerah )   di Kabupaten Pati telah berpartisipasi aktif dalam penyerahan dokumen arsip daerah yang dilakukan melalui akuisisi kearsipan. Akuisisi arsip secara rutin pada tahun 2007 dilakukan sebanyak 18 OPD dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 29 OPD.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan, pemerintah telah menyusun beberapa pedoman untuk pengembangan sistem kearsipan antara lain pedoman penyelenggaraan kearsipan untuk skala kabupaten, modul diklat manajemen arsip dinamis dan modul pengembangan kearsipan. Pengumpulan beberapa dokumen/arsip daerah selama 5 tahun terakhir selalu memperlihatkan peningkatan atas dokumen/arsip yang berhasil disimpan. Arsip yang bebentuk tekstual pada tahun 2007 tersimpan sebanyak 21.190 berkas, pada tahun 2008 bertambah menjadi 22.515 berkas, dan tahun 2009 meningkat kembali menjadi 23.669 berkas. Pada 2 tahun berikutnya arsip tekstual yang tersimpan semakin bertambah, tahun 2010 sebanyak 24.088 berkas dan hingga tahun 2011 sudah mencapai 24.831 berkas. Beberapa arsip lain sampai tahun 2011 yang tersimpan antara lain berbentuk kartografi sebanyak 183 lembar, foto sebanyak 17.562 lembar, video 9 buah, VCD 1.831 keping dan kaset rekaman suara sebanyak 62 buah.

Terkait peningkatan penataan kearsipan daerah Kabupaten Pati telah dilaksanakan kegiatan pelatihan/diklat tentang arsip yang diikuti oleh beberapa OPD dan kecamatan, pemantauan dan penyuluhan penyelenggaraan arsip, sosialisasi kearsipan dan pameran kearsipan untuk mendorong pemasyarakatan kearsipan. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia ) pengelola kearsipan dilakukan rata-rata 2 kali dalam satu tahun.

Pemeliharaan dan perawatan arsip memiliki peranan yang penting bagi terwujudnya kualitas arsip yang disimpan. Kegiatan pemeliharaan arsip dilakukan antara lain dengan kamperisasi arsip rutin setiap bulan dan labelisasi. Untuk menjaga kualitas arsip mengingat pentingnya, maka perlu ditingkatkan pengaturan pengelolaan kearsipan khusunya untuk Kabupaten Pati.
Secara sosiologis pengaruh masyarakat terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh suatu produk hukum akan dipengaruhi oleh sikap dan persepsi suatu masyarakat. Proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam suatu proses pembentukan hukum sangat diperlukan karena pada dasarnya pembentukan hukum untuk masyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang dituju. Melalui penyerapan aspirasi inilah akan mampu dihasilkan suatu jalan keluar akan adanya problematik yang muncul. Oleh karena itulah penyerapan aspirasi masyarakat tentang pentingnya pengaturan kearsipan ke dalam produk hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan kearsipan kedalam suatu produk hukum berupa peraturan daerah adalah suatu keniscayaan.

   Secara yuridis yang berkenaan dengan materi muatan Peraturan Daerah ini adalah materi muatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 8 Tahun 2015. Khususnya dalam Lampiran UU tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati memiliki kewenangan di bidang kearsipan, yaitu : untuk mengelolaan arsip statis mapun dinamis; pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pati harus segera menyusun kebjakan di bidang pengaturan pengelolaan kearsipan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai amanat dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.    

Uraian tersebut di atas memberi dasar bahwa urusan pemerintahan bidang kearsipan adalah bidang urusan pemerintahan yang menjadi salah satu prioritas penting karena merupakan urusan wajib. Adapun lembaga OPD yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan tersebut khusus untuk Pemerintah Kabupaten Pati Dinas Kearsipan dan Kepustakaan.   
B. Permasalahan

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini tetap mengacu pada fokusnya, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pengaturan kearsipan di daerah Kabupaten Pati dalam rangka membangun pemerintahan yang Good Governance  ? 

2. Bagaimana pembentukan instrumen hukum sebagai wujud kebijakan tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Pati ?
C. Tujuan Khusus dan Manfaat Penelitian

Melalui upaya untuk menjawab problem utama penelitian ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan implementasi dari kebijakan tentang pengaturan kearsipan di Kabuaten Pati dalam rangka membangun pemerintahan yang Good Governance.
2. Merumuskan upaya-upaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Pati, termasuk dari aspek instrumen hukumnya. 
a. Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum,  khususnya di bidang hukum otonomi daerah dan ilmu perundang-undangan dan lebih luas lagi Hukum Tata Negara, dengan mendasarkan pada metode yuridis normatif.
b.  Manfaat yang bersifat praktis

1. Bagi para praktisi hukum baik institusi negara maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dapat menjadi acuan dalam menyusun instrument hukum terkait dengan penyelenggaraan kearsipan di daerah.

2. Bagi Masyarakat penelitian ini dapat menggambarkan potret permasalahan dan pemenuhan data terkait dengan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Pati  khususnya. 
D. Urgensi (keutamaan) Penelitian dalam Pengembangan IPTEKS

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan dari Pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan terrkait dengan penyelenggaraan kearsipan. Kebijakan penyelenggaraan kearsipan saat ini sangatlah urgen mengingat arsip sebagai bagian dari data berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah. Dalam konteks yang lebih luas, arsip merupakan bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembuatan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Pati khususnya dan kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah  terkait pembangun system penyelenggaraan kearsipan yang kompehensif. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyusun instrument hukum berupa Peraturan Daerah tentang kearsipan. Dengan demikian, penelitian ini secara tidak langsung telah memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya Ilmu  Perundang-undangan  dan Hukum Otonomi Daerah. 
E. Luaran Penelitian 
Hasil penelitian (Luaran) sebagai berikut :
1. Laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;

2. Artikel untuk 5th International Conference om Community Development AMCA 2018
3. Proceedings : https://www.atlantis-press.com/proceedings/amca-18/artikcles
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pentingnya Kearsipan
Pentingnya kearsipan semakin disadari diseluruh penjuru dunia dan telah ditegaskan dalam Deklarasi Universal Tentang Kearsipan, bahwa, 

“Archives record decisions, actions and memories. Archives are a unique and irreplaceable heritage passed  from  one  generation  to  another.  Archives  are  managed  from  creation  to  preserve  their  value  and  meaning.  They  are  authoritative  sources  of  information  underpinning  accountable  and  transparent administrative actions. They play an essential role in the development of societies by safeguarding  and  contributing  to  individual  and   community  memory.  Open  access  to  archives  enriches  our  knowledge  of  human  society,  promotes  democracy,  protects  citizens'  rights  and  enhances the quality of life.” 

(Arsip merekam keputusan, tindakan, dan memori. Arsip merupakan warisan yang unik dan tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi berikutnya. Arsip dikelola sejak penciptaan untuk melestarikan nilai guna dan peruntukannya. Arsip merupakan sumber informasi yang sah dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparan. Arsip memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dengan cara menjaga dan membantu memori individu dan kolektif. Keterbukaan akses arsip memperkaya pengetahuan kita mengenai masyarakat, mendorong demokrasi, melindungi hak warga negara, dan meningkatkan kualitas hidup).

[image: image2.jpg]Untuk mendukung hal tersebut, kami mengakui

kualitas keunikan arsip sebagai bukti kegiatan administrasi,
budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi
masyarakat;

arti pentingnya arsip untuk mendukun gefisiensi kegiatan,
akuntabilitas dan transparansi, untuk melindungi hak warga negara,
untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami
masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai
pedoman kegiatan di masa yang akan datang;

keragaman arsip dalam merekam setiap sektor kehidupan
manusia;

keragaman formatarsip yang diciptakan, meliputi: kertas,
elektronik, audio visual, dan lain sebagainya;

peran arsiparis sebagai tenaga profesional terlatih melalui
pendidikan dasar dan lanjutan, untuk memberikan layanan kepada
masyarakat dengan cara mendukung penciptaan arsip dan dengan
cara memilih, memelihara, serta menyediakan arsip untuk digunakan;

tanggung jawab kolektif dari semua — warga negara, aparatur
negara dan pengambil keputusan, pemilik atau pengelola lembaga
kearsipan pemerintah dan non-pemerintah, serta arsiparis dan
tenaga spesialis informasi lainnya.

Oleh karena itu, kami bekerja sama agar

kebijakan dan peraturan perundang-undangan kearsipan nasional
ditetapkan dan dilaksanakan;

pengelolaan arsip dievaluasi dan dilaksanakan secara kompeten
oleh seluruh lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang
menciptakan dan menggunakan arsip dalam pelaksanaan
kegiatannya;

sumber daya yang memadai dialokasikan untuk mendukung
pengelolaan arsip yang baik, termasuk mendayagunakan tenaga
profesional yang terlatih;

arsip dikelola dan dilestarikan dengan cara yang dapat menjamin
autentisitas, reliabilitas, integritas, dan kegunaannya;

arsip tersedia untuk diakses oleh setiap orang, dengan tetap
menghormati peraturan perundangan-undangan yang terkait dan
hak-hak individu, pencipta, pemilik, serta pengguna;

arsip digunakan untuk membantu peningkatan tanggung jawab
kewarganegaraan.

Diadopsi oleh Majelis Umum Dewan Kearsipan Internasional, Oslo
September 2010. Disahkan dalam Sidang Ke-36 Sidang Umum UNESCO,
Paris November 201 1.




Gambar 1 Deklarasi Universal Tentang Kearsipan
Ditegaskan lebih lanjut dalam Deklarasi tersebut adanya pengakuan bahwa, 

1. kualitas keunikan arsip sebagai bukti kegiatan administrasi, budaya, dan intelektual, serta sebagai refleksi dari evolusi masyarakat;

2. arti pentingnya arsip untuk mendukung efisiensi kegiatan, akuntabilitas dan transparansi, untuk melindungi hak warga negara, untuk membangun memori individu dan kolektif, untuk memahami masa lalu, serta untuk mendokumentasikan masa kini sebagai pedoman kegiatan di masa yang akan datang;

3. keragaman arsip dalam merekam setiap sektor kehidupan manusia;

4. keragaman format arsip yang diciptakan, meliputi: kertas, elektronik, audio visual, dan lain sebagainya;

5. peran arsiparis sebagai tenaga profesional terlatih melalui pendidikan dasar dan lanjutan, untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan cara mendukung penciptaan arsip dan dengan cara memilih, memelihara, serta menyediakan arsip untuk digunakan;

6. tanggung jawab kolektif dari semua – warga negara, aparatur negara dan pengambil keputusan, pemilik atau pengelola lembaga kearsipan pemerintah dan non-pemerintah, serta arsiparis dan tenaga spesialis informasi lainnya.

7. Selanjutnya, dalam Kongres di Seoul, September 2016 telah disusun 11 rekomendasi kepada warga dunia untuk menyusun rencana tindakan terkait dengan kearsipan.  
Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa,

1.
Arsip sebagai identitas  dan  jati  diri  bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara;

2.
Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin  pelindungan kepentingan  negara  dan  hak-hak  keperdataan rakyat,  serta  mendinamiskan  sistem  kearsipan, diperlukan  penyelenggaraan  kearsipan  yang sesuai  dengan  prinsip,  kaidah,  dan  standar kearsipan  sebagaimana  dibutuhkan  oleh  suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal;

3.
Bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan  mendukung  terwujudnya  penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan   bersih,   serta   peningkatan   kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,   perusahaan,   organisasi   politik, organisasi  kemasyarakatan, dan  perseorangan harus    dilakukan    dalam    suatu    sistem penyelenggaraan   kearsipan   nasional   yang komprehensif dan terpadu; 

Cukuplah ketiga hal tersebut dijadikan landasan untuk membangun sistem kearsipan di daerah sebagai bagian dari sistem kearsipan nasional.
B. Pengertian kearsipan 
Dalam Glossary of Archival and Records Terminology
, archives (also archive) atau arsip, adalah kata benda, dan salah satu diantaranya didefinisikan sebagai 

“Materials created or received by a person, family, or organization, public or private, in the conduct of their affairs and preserved because of the enduring value contained in the information they contain or as evidence of the functions and responsibilities of their creator, especially those materials maintained using the principles of provenance, original order, and collective control; permanent records.” 

(Materi yang diciptakan atau diterima oleh seseorang, keluarga, atau organisasi, publik atau swasta, dalam menjalankan urusannya dan dipelihara karena nilai kekal yang terkandung didalamnya atau sebagai bukti fungsi dan tanggung jawab penciptanya, terutama materi tersebut dipelihara dengan menerapkan prinsip asas asal usul, aturan asli, dan adanya kontrol secara kolektif; catatan permanen).

Kebanyakan orang memahami arsip sebagai setumpuk kertas yang disimpan dan dijaga, dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dibuka kembali. Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa archives (also archive) atau arsip memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak sesederhana yang dipahami kebanyakan orang. Margaret Crocket (2016) menjelaskan bahwa archives memiliki ciri-ciri,

1. Arsip adalah rekaman yang mendokumentasikan sejarah organisasi, individu dan keluarga.

2. Arsip itu adalah sumber utama, tangan pertama, akun kontemporer dari apa yang terjadi.

3. Arsip bukan sebuah koleksi yang acak, tapi biasanya dibuat dan diterima oleh organisasi, individu atau keluarga selama perjalanan bisnis, aktivitas dan kehidupan mereka.

4. Semua rekaman (record) yang ada dalam arsip dibuat dengan cara yang sama oleh organisasi, keluarga atau individu, dimana arsip itu memiliki asal-usul dan konteks yang sama.

5. Arsip itu unik (tidak seperti objek museum atau buku) – karena hanya ada satu rekaman (record) dari satu peristiwa, meskipun berasal dari akun dan sumber yang berbeda.

6. Arsip bisa mengalami penuaan, tetapi nilai kearsipannya tidak berubah sejauh menyangkut nilai informasi dan unsur pembuktian yang terkandung  didalamnya.

7. Arsip dikumpulkan dari berbagai rekaman (record) sebagai sumber yang langgeng bagi sejarah keluarga, orang atau organisasi; arsip adalah sesuatu yang kaya informasi dan umumnya menyediakan seluruh bukti yang dibutuhkan untuk menyusun riwayat pencipta arsip.

8. Tidak semua rekaman (record) adalah arsip, beberapa diantaranya tidak memberikan nilai yang signifikan terhadap suatu riwayat. 
C. Road Map Penelitian 
      Road Penelitian terdiri dari :

1. Pembuatan Proposal dan pencarian data kepustakaan
2. Laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Artikel untuk 5th International Conference om Community Development AMCA 2018
4. Proceedings : https://www.atlantis-press.com/proceedings/amca-18/artikcles
FISH BONE PENELITIAN :
PENGATURAN SISTEM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH YANG KOMPREHENSIF SEBAGAI SARANA UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE  DI DAERAH ( STUDI KAJIAN DI KABUPATEN PATI )
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BAB III
METODE PENELITIAN 
A. Alur Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan system kearsipan,  yaitu be rbagai peraturan perundang-undangan yang baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan kearsipan. Dengan demikian penelitian ini  merupakan juga penelitian doktrinal dengan optik prescriptive guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu, khusunya dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan kearsipan di daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi guna mendapatkan keakuratan data yang valid sebagai dasar penyelenaaggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. 
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode pendekatan, yaitu :

1.
Pendekatan perundang-undangan (statute approach); digunakan untuk meneliti dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kearsipan sehingga dapat dijelaskan dari sudut ilmu perundang-undangan, untuk mengetahui juga ada tidaknya konsistensi atau kesesuaian baik secara horisontal maupun vertikal antar peraturan perundang-undangan yang diteliti. Bahan-bahan yang dijadikan kajian adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan kearsipan mulai dari undang-undang sampai pada peraturan pelaksanaan tingkat provinsi.

2.
Pendekatan konseptual (conceptual approach); digunakan untuk mendalami konsep tentang penyelenggaraan pembangunan kearsipan dalam sistem negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah menemukan pemahaman dari para pembentuk peraturan perundang-undangan dan pendapat ilmuwan tentang kearsipan akhirnya bermuara pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sehingga pengaturan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati bermuara baik pada peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, maupun pada konsep yang benar dalam penyelenggaraan kearsipan.

3.
Pendekatan perbandingan (comparative approach); digunakan untuk membandingkan beberapa Perda Kearsipan yang sudah ada. Tujuannya adalah menemukan kesamaan dan perbedaan serta menunjukkan orisinalitas dari Perda yang nantinya akan disusun oleh Kabupaten Pati terkait dengan masalah kearsipan.
C.   Spesifikasi Penelitian 

Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini  ini bersifat deskriptif analitis, karena mendeskripsikan mengenai perkembangan pengaturan penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah umumnya dan Kabupaten Pati khususnya. Jadi untuk menganalisis bagaimana urusan pemerntahan di bidang kearsipan telah mampu mewujudkan penyelenggaraan yang pemerintahan yang baik dan bersih . Karena salah satunya adalah memiliki pendataan kearsipan yang baik untuk menjaga terpeliharanya asset-asset daerah yang merupakan bagian dari kekayaan daerah. Serta bagaimana Pemerintah Daerah Pati melakukan upaya untuk membentuk regulasi untuk mengatur. Penelitian ini juga memiliki tujuan  memberikan argumentasi hukum sebagai penentu apakah suatu peristiwa hukum dalam hal ini penyelenggaraan kearsipan di Daerah Kabuapten Pati sudah memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

D.   Sumber Bahan Hukum 

Bahan kajian utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang merupakan data sekunder karena penelitian didasarkan pada metode yuridis normatif. Bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan  bahan hukum yang memiliki otoritas tertentu. 

1.
Bahan hukum primer terdiri dari :

a.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

b.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

c.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

e.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; dan

f.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah.
2.
Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dikualifikasikan sebagai bahan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi maupun berbagai tulisan dari para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini serta didukung oleh beberapa pendapat narasumber yang memiliki kompetensi dan memiliki pengalaman dalam masalah penyelenggaraan kearsipan.

Untuk melengkapi dan mendukung  bahan hukum primer dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi pada masalah penyelenggaraan kearsipan akan dilakukan FGD (Focus Group Discussion) dan dengar pendapat baik dengan Tim Asistensi maupun dengan Perangkat Daerah terkait serta lembaga masyarakat yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan. 

Terhadap seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif preskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai bagaimana penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Pati. 
E. Luaran Penelitian dan Indikator Capaian
Hasil penelitian (Luaran) sebagai berikut :

1. Pembuatan Proposal dan pencarian data kepustakaan
2. Laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Artikel untuk 5th International Conference om Community Development AMCA 2018
4. Proceedings : https://www.atlantis-press.com/proceedings/amca-18/artikcles
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PATI
Secara geografis Kabupaten Pati memiliki batas-batas sebelah utara Kabupaten Jepara dan laut Jawa, sebelah Selatan, Kabupaten Grobogan dan Blora, sebelah Barat  dengan Kabupaten Kudus dan Jepara dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa. 
Dari segi administrasi pemerintahan tercatat dalam Taun 2016 , Kabupaten Pati memiliki 21 Kecamatan yang terdiri dari 401 desa dan 5 kelurahan   

Kabupaten Pati memiliki sejumlah potensi baik sumber daya alam, ekonomi maupun kependudukan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2011 berkisar antara 4,81% - 5,43%, -meskipun masih dibawah angka rata-rata Jawa Tengah sebesar 5,59%- menunjukkan bahwa Kabupaten Pati memiliki aktivitas ekonomi yang memadai bagi penduduknya yang berjumlah 1.239.989  ( Laki-laki berjumlah 600.723 dan perempuan berjumlah 639.266 ) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0, 58 pada tahun 2016.

Investasi PMDN di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2007 sampai dengan tahun 2011 terdapat tiga puluh tiga (33) investor, yaitu di bidang perindustrian dan perdagangan dengan total investasi mencapai 421.572.256.914 Tenaga kerja yang terserap sebanyak 14.202 orang pada tahun 2011.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator agregat dari capaian peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan Kabupaten Pati. IPM Kabupaten Pati tahun 2010 sebesar 72,96 meningkat dari tahun 2009 sebesar 72,26. Kondisi tersebut lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah sebesar 72,49 dan menduduki peringkat 12 dari 35 kabupaten/kota. IPM Kabupaten Pati cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir jika dibandingkan Kabupaten di sekitarnya Kabupaten Kudus, Rembang, Jepara dan Kabupaten Blora.

Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2007 sebesar 86,28% meningkat menjadi 87,59% di Tahun 2011 atau meningkat sebesar 1,31%. Sementara untuk rata-rata lama sekolah sebesar 6,8 tahun ditahun 2007 menjadi sebesar 6,98 tahun di tahun 2011, atau secara rata-rata penduduk Kabupaten Pati usia 15 tahun ke atas berpendidikan setingkat kelas satu SMP.

Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2011 sebesar 0,04% dari jumlah murid, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka putus sekolah sebesar 0,29%. Sedangkan angka putus sekolah SMA/MA/SMK di Kabupaten Pati tahun 2011 relatif rendah yaitu 0,74% dibandingkan dengan seluruh murid SMA/MA/SMK. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan dan kesadaran menyekolahkan anak di tingkat SMA/MA/SMK cukup baik.
B.GAMBARAN UMUM DINAS KEPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN PATI 
 
Dinas Kearsipan Kabpaten Pati merupakan Dinas baru yang lahir akibat adanya perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Dalam UU Pemerintahan Daerah ini jelas dalam pembagian  Urusan Pemerintahan bidang Kearsip menjadi Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) . Untuk melaksanaan pembagian Uusan Pemerintahan ini, maka dikeluarkanlah UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Pada Tahun sebelumnya  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.  Dalam Perda ini mengatur tentang substandi tentang Kearsipan  dalam rangka 

menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, oleh karena itu arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan guna melindungi hak keperdataan, peningkatan atau kualitas pelayanan public, serta pertanggungjawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 TAhun 2015 tentang Peneyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah, oleh Gubernur dikeluarkan Peratura Gubernur Nomor 39 TAhun 2016 tentang  Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 TAhun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini antara lain : 
a. Mewujudkan kearsipan daerah yang handal;

b. Mewujudkan persepsi yang sama dalam hal pengelolaan kearsipan di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

c. Menjamin tersedianya arsip yang authentic  dan terpercaya yang sebagai bukti yang sah

d. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip;

e.  Menjamin keselamatan asset daerah  baik dalam bidang social, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, politik yang menjadi bagian dari jati diri bangsa;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik.
Dalam rangka melaksanakan tujuan yang mulia tersebut dan untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan  yang merupakan bagian dari pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan  Kabupaten Pati. Untuk pengaturan Organisasi Perangkat Daerah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati. Dalam Perda ini, untuk pelaksanaa Urusan Pemerintahan diserahkan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dinas ini mengelolaan dua (2) urusan, yakni kearsipan dan perpustkaan karena kedua urusan ini di Kabupaten Pati masuk dalam tipe C, sehingga digabung menjadi satu (1) dinas menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati. 
Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dikeluarkan Peraturan Bupati Kabuapten Pati Nomor 42 ATun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 
C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 
Pembahasan mengenai Urusan Pemerintahan bidang kearsipan memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar  daerah kabupaten khusunya Pati untuk menjalankan tugas dan kewenangan di bidang kearsipan.


Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kabupaten Pati melakukan Urusan Pemerintahan dalam bidang Kearsipan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, maka dalam pasal 12 ayat (2) undang-undang ini telah membagi adanya urusan wajib pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang kearsipan telah dipaparkan dalam lampiran Undang-Undang ini. Adapun pembagian urusan tersebut meliputi:

1) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
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         Terlihat jelas dalam tabel di atas bahwa untuk urusan kearsipan, kabupaten tidak memiliki kewenangan  sub urusan Akreditasi dan Sertifikasi serta sub urusan Formasi Arsiparis. Adapun yang menjadi kewenangan Kabupaten Pati dalam Urusan Kearsipana meliputi :

a. Pengelolaan Arsip yang meliputi : (1) Pengelolaan Arsip dinamis termasuk oleh BUMD; (2) Pengelolaan arsip statis termasuk BUMD, Perusahaan swasta; Ormas, Orpol, Pemdes dan Tokoh masyarakat daerah; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN; 

b. Perlindungan dan penyelematan arsip yang meliputi : (1) Pemusnahan arsip yang memiliki resistensi lebih dari 10 tahun; (2) Perlindungan dan penyelematan arsip akibat dari bencana; (3) Penyelematan arsip dari daerah yang dibubarkan atau pemekaran kecamatan atau desa; (4) Melakukan authentikasi statis dan arsip hasil alh media yang dikelola yang dikelola oleh daerah; (5) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam daftar pencarian arsip.

c. Perizinan yang berupa : Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Bab III, Penyelenggaraan Kearsipan, Bagian Kesatu Umum, Pasal 6 ayat (3) Penyelenggaraan kearsipan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten. Lalu pada Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Pembinaan kearsipan kabupaten dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota.

Bab III, Bagian Ketiga pada Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa arsip daerah kabupaten  wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten. 

Bab III, Bagian Kelima, Paragraf 3 tentang Arsip Daerah Kabupaten Pasal 24 dari undang-undang ini mengatur:

Ayat (1) arsip daerah kabupaten adalah lembaga kearsipan daerah kabupaten.

Ayat (2) pemerintahan daerah kabupaten wajib membentuk arsip daerah kabupaten.

Ayat (3) pembentukan arsip daerah kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) arsip daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari:

a. satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten;

b. desa atau yang disebut dengan nama lain;

c. perusahaan;

d. organisasi politik;

e. organisasi kemasyarakatan; dan

f. perseorangan.

Pasal 25 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Arsip daerah kabupaten memiliki tugas melaksanakan :

1. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;

2. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten..

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga Pasal 5 tentang Ruang Lingkup menyatakan:

Ayat (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Bab III bagian Kedua Pasal 8 menyatakan bahwa:

Ayat (1) Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.

Ayat (2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:

a. pelaksanaan pelayanan;

b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

c. pengelolaan informasi;

d. pengawasan internal;

e. penyuluhan kepada masyarakat; dan

f. pelayanan konsultasi.

Ayat (3) Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Bab V bagian Ketiga pasal 23 menyatakan bahwa:

Ayat (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.

Ayat (2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.

Ayat (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.

Bab III Bagian Keempat Pasal 7 undang-undang ini tentang Kewajiban Badan Publik menyatakan:

Ayat (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Ayat (3) untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Ayat (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

Ayat (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Ayat (6) dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Pasal 2 Penyelenggaraan kearsipan dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi dalam suatu sistem kearsipan nasional.

Pasal 3 ayat (3) Penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten merupakan tanggung  jawab bupati  sesuai kewenangannya.

Pasal 4 ayat (3) Penyelenggaraan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi mengacu kepada penyelenggaraan kearsipan di tingkat nasional.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah 28/2012 menyatakan:

Ayat (1) Pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi meliputi:

a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;

b. penyusunan pedoman kearsipan;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;

d. sosialisasi kearsipan;

e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

Ayat (3) Lembaga Kearsipan daerah kabupaten bertanggungjawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah kabupaten.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah

Pasal 3 huruf c mengatur bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk antara lain menjadi pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kearsipan. Ketentuan  pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provisi Jawa Tengah menjadi salah satu acuan bagi Kabupaten Pati di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Kearsipan.

a. Perda Kabupaten Pati No. 8 Tahun 2011
Materi muatan Perda ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2005. Pentingnya Perda ini dalam kaitannya dengan Raperda Pengelolaan Kearsipan yang disusun adalah bahwa salah satu sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pati adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dimana indikatornya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil, perijinan, kearsipan serta perpustakaan.
b. Perda Kabupaten Pati No. 10 Tahun 2012
Materi muatan Perda ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2017. Pentingnya Perda ini dalam kaitannya dengan Raperda Pengelolaan Kearsipan yang disusun adalah bahwa salah satu isu strategis yang mengemuka dalam pembangunan kearsipan adalah,

1)  
Kurang optimalnya pengelolaan kearsipan pemerintahan desa dan SKPD kabupaten;

2)  
Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan daerah;

3)  
Kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana kearsipan daerah yang telah ada;

Atas kondisi tersebut, salah satu misi pembangunan yang telah disepakati adalah “menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik” dimana kemudian disusun program-program untuk mendukung misi tersebut. Untuk bidang kearsipan telah disusun program-program prioritas, yaitu :

a.  
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

b.  
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

c.  
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

d.  
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

c. Perda Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Pentingnya Perda ini dalam kaitannya Pengelolaan Kearsipan adalah bahwa dalam susunan organisasi pemerintahan Kabupaten Pati telah dibentuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Jadi urusan kearsipan dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan Urusan Pemerintahan yang lebih luas kepada daerah kabupaten/kota di bidang kearsipan karena urusan kearsipan memang menjadi salah satu urusan wajib bagi daerah kabupaten/kota. Artinya Pemerintah Kabupaten pati setelah berlakunya Perda Nomor 13 Tahun 2016 segera membentuk Dinas tersendiri yang diberi nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Bersatunya dua ( 2 )  bidang urusan, yaitu kearsipan dan perpustakaan dikarenakan ke dua bidang ini masuk dalam satu (1) rumpun sehingga dapat digabung, disamping urusan bidang kearsipan dan perpustakaan masih dalam kategori klasifikasi B, sehingga lebih efektif dan efisien digabung menjadi satu ( 1 ) dinas menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten pati. 
b. Pembangunan Kearsipan Dalam Upaya menuju  Good Governance
Pertanyaan mendasar apakah urusan kearsipan di suatu daerah mampu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Untuk menjawab pertanyaan ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan prinsip-prinsip dalam Good Governance mendasarkan pada definisi yang dikeluarkan oleh Lembaga Adiminstrasi Negara pada tahun 2003
 :

1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;
2. Rule of law, kerangka hokum yang adil dan Dilaksanakan tanpa        pandang bulu;

3. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.Informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh oleh mereka  yang membutuhkan;

4.  Responsiveness, lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity,setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan
7. Efficiency and Effectiveness, pengelolaan sumberdaya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Accontability, pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas 

yang dilakukan
9. Strategic vision, penyelenggara pemerintahaan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.
Dari Sembilan ( 9 )  prinsip tersebut yang sangat berdekatan dengan persoalan kearsipan adalah partisipasi atau keterlibatan , transparansi atau keterbukaan, responsibility atau adanya tanggung jawab pemerintah daerah, equity atau kesempatan yang sama serta accontanbility serta efisiensi dan efektivitas.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada persoalan kearsipan adalah ikut membantu pemerintah daerah untuk  memberikan informasi tentang perlunya pengamanankan asset-asset yang dimilki oleh pemerintah daerah. Dengan cara melakukan pelaporan semisal ada asset-asset yang belum terdata dan terarsip dengan baik. Serta menjaga keutuhan asset yang dimilki oleh pemerintah daerah artinya tidak dengan merusak atau bahkan menghilangkan. Termasuk ikut membantu pemerintah daerah untuk mampu menjaga budaya atau peninggalan budaya dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk yang lain dengan cara mendaftarakan atau memberi Haki yang kemudian pemeritah daerah melakukan pengarsipan atas dokumen tersebut, mengingat daerah Kabupaten pati ini masih memeilki beberapa situs dan hasil kebudayaan yang cukup kuno dan perlu untuk dipertahankan.

Tansparansi atau keterbukaan, dari sisi masyarakat harus memberikan infomasi dengan baik kepada pemerintah daerah terkait dengan semua kekayaan yang dimiki oleh Pemerintah Daerah Pati yang belum mampu dan belum sempat untuk di data dan diarsipkan. Kekayaan yang dimilki oleh Pemerintah Daerah dapat berupa apa saja baik diam maupun bergerak, baik terlihat maupun yang tidak nyata. Dari sisi Pemerintah Daerah juga dituntut untuk mampu memberikan akses secara terbuka bagi masyarakat wilayah Kabupaten Pati khususnya atau masyarakat wilayah lain untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dan sudah diarsipkan sepanjang bukan  menjadi arsip yang bersifat rahasia. Sehingga akan terjadi sinergisitas antara masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan arsip.
Resposibility, adalah menjadi tanggung jawab bersama dalam hal pengelolaan arsip, dari sisi Pemerintah Daerah harus mampu dan bertanggung jawab atas terpeliharanya, tercovernya, teramankannya seluruh asset dan kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Pati, bahkan secara terus menerus berusaha untuk menjalankan apa yang menjai Urusan Pemerintah bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Adapun urusan Pemerintahan di bidang kearsipan antara lain , pengelolaan arsip meliputi  pengelolaan arsip dinamisbaik milik pemeritah daerah maupun BUMD; pengelolaan arsip statis milik pemeritah daerah maupu BUMD serta perusahaan swasta maupun organisasi kemasyarakat di wilayah Kabupaten Pati; pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN.
Dalam hal perlindungan dan penyelematan arsip; pemerintah daerah memilki kewenangan (a) pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki resisensi di bawah 10, hal ini dilakukan karena data yang ada suda tidak terpakai atau sudah tidak memberikan daya guna dan hasil guna bagi pemerintah daerah maupun masyarakat kabupaten Pati. (b) perlindungan dan penyelematan asrip akibat bencana  yang meliputi wilayah kabupaten; (c) penyelematan arsip semua perangkat daerah baik akibat dari penggabungan amaupunakibat dari pembubaran atau pemecahan sebagai konsekuensi diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini  adalah dilakukannya penataan OPD yang ada baik di Pemerintah  Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (d) melakukan authetikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah. (e)  melakukan pencarian arsip statis  yang pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pati yang dinyatakan hilang dalam daftar pencarian arsip.
Dalam hal perijinan, Pemerintah Daerah Pati dapat menerbitkan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutu yang disimpan di dinas Kearsipan Kabupaten Pati.hal ini sebagai salah satu wujud tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan yang menjadi kewenangannya. Bagi masyarakat  juga memiliki kewajiban sebagai wujud tanggung jawab untuk dapat menjaga semua kekayaan dan data yang dimiliki  oleh Pemerintah Kabupaten Pati, di sampan hak dari masyarakat untuk melakukan akses tentang data yang diarsipkan tersebut.
Terakhir terkait dengan efektivitas dan effisensi dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu saja sangat terkait dengan bidang kearsipan. Hal ini terkait dengan adanya data yang valid, terbuka untuk akses terhadap keberadaan Pemerintahan Daerah itu sendiri, misalnya terkait dengan situs, kebudayaan, seni hal ini menjadikan efektif dan efisiensinya penyelenggaraan pemeerintah terkait pada pembangunan atau program-program di bidang pendididkan atau buadaya dan seni karena adanya data yang valid.  Termasuk sebetulnya dibindang lain dalam rangka pembangunan yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Pati ke depan. Oleh karena itu Pemerintah Pusat juga sangat mendukung dengan memebrikan porsi lebih untuk Urusan Pemerintahan bidang kearsipan kepada daerah. Dengan tertibnya kearsipan di berbagai daerah, maka akan mempu juga untuk mendukun kearsipan secara nasional karena program yang tertuang dalam SIKN harus berdasar dan sejalan dengan program JIKN di tingat Nasional.
Uraian di atas memberikan pembenaran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kearsipan memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi terciptanya keamanan dan pertahanan serta tata pemerintahan baik pusat maupun daerah  yang baik (good governance). Dalam pelaksanaan urusan kearsipan tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan arsip semata namun mencakup banyak hal, mulai dari pengumpulan arsip, pengelolaan/penyelamatan arsip, penyimpanan arsip, hingga pemanfaatan arsip. Dengan adanya pelaksanaan urusan arsip terintegrasi pada semua departemen/lembaga baik di tingkat pusta, provinsi maupun kabupaten/kota utamanya yang terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan asset,   hal ini mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good Governance ). Di samping itu pengelolaan arsip yang baik dan benar juga  sangat menguntungkan bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota terkait dengan masalah  penyelamatan  kekayaan Negara dan mampu untuk menjaga keutuhan bangsa dan Negara.

D. PENTINGNYA REGULASI DAERAH DIBIDANG KEARSIPAN 
Uraian  tentang pentinya atau urgensi dari adanya pengaturan kearsipan di tingkat daerah khususnya kabupaten Pati akan diurai dari 3 aspek, yaitu aspek filosofis,aspek yuridis dan aspek sosiologis.

i. Aspek Filosofi
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa : “……maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang dasar Negara Indonesia, ….”. Pembentukan pemerintahan Negara Indonesia dengan suatu tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Negara Indonesia itu terbentuk dalam susunan Negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Susunan Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan kepada apa yang kemudian disebut Dasar Negara Indonesia Pancasila, yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar Negara Pancasila merupakan perwujudan atau pengkaidahan cita hukum (rechtsidee) Pancasila. Dasar Negara Pancasila dalam pembukaan itu kemudian dikaidahkan atau diwujudkan menjadi hukum dasar ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945.

Hukum dasar atau pasal-pasal dikaidahkan menjadi norma hukum ke dalam undang-undang dan dalam peraturan pengganti undang-undang manakala dalam kegentingan yang memaksa.

Undang-undang sebagai norma hukum dikaidahkan menjadi norma hukum pelaksanaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa peraturan pemerintah sampai  dengan peraturan daerah.

Dengan demikian keberadaan cita hukum Pancasila, Dasar Negara Pancasila,  Hukum Dasar (Pasal-pasal  UUD NRI 1945); UU/Perpu, PP di bawah UU sampai Peraturan Daerah Provinsi mempunyai hubungan fungsional. Peraturan Daerah harus disusun sebagai upaya mewujudkan cita hukum Pancasila atau Dasar Negara Pancasila. Di samping itu juga harus berlandaskan UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum tertinggi. 

Dasar Negara Pancasila merupakan pokok-pokok pikiran dalam “Pembukaan”. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “Pembukaan” UUD itu kemudian dijelaskan dalam Penjelasan UUD NRI 1945. Selanjutnya Penjelasan  tersebut menyatakan : “Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam  pembukaan dalam pasal-pasalnya”.
Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) Yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

“Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.” Dari kutipan Penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa Dasar Negara Pancasila sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan merupakan pengkaidahan cita hukum (rechtsidee), dan cita hukum itu dengan demikian adalah cita hukum Pancasila. Selanjutnya Dasar Negara Pancasila dikaidahkan menjadi Hukum Dasar dalam bentuk Pasal-pasal. Pasal-pasal atau Hukum Dasar kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang yang mudah membuat, merubah, dan atau mencabut.
 Undang-Undang itu merupakan Norma Hukum. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang sebagai Norma Hukum dijalankan oleh Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang
. Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang merupakan Norma Hukum Pelaksanaan, berupa Peraturan Pemerintah
 sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa terdapat hubungan fungsional antara Cita Hukum Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Hukum Dasar dalam bentuk Pasal, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal-pasal UUD NRI 1945  atau Hukum Dasar antara lain mengatur perihal Hak Asasi Manusia sebagaimana dituangkan, Pasal 27, Pasal 28, dan dengan judul babBAB XA HAK ASASI MANUSIA dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Pasal-pasal tersebut tidak membedakan karakteristik demografi, antara lain, misalnya keluarga terdiri dari manusia-manusia dengan hak dan kewajiban asasi yang sama.
Dari uraian di atas dapat dinyatakan secara filosofis bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Penyelenggaraan Kearsipan dirancang dalam rangka pencapaian tujuan negara yang didasarkan pada keadilan sosial yang berkeTuhanan yang Maha Esa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terkecuali dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai Dasar Ideologi bangsa. 

ii. ASPEK Sosiologis

Secara sosiologis pengaruh masyarakat terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh suatu produk hukum akan dipengaruhi oleh sikap dan persepsi suatu masyarakat. Proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam suatu proses pembentukan hukum sangat diperlukan karena pada dasarnya pembentukan hukum untuk masyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat sebagai pihak yang dituju. Melalui penyerapan aspirasi inilah akan mampu dihasilkan suatu jalan keluar akan adanya problematik yang muncul. Oleh karena itulah penyerapan aspirasi dalam penyusunan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan kearsipan kedalam suatu produk hukum berupa peraturan daerah adalah suatu keniscayaan.

Landasan sosiologis ini berupa pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Kabupaten Pati telah terbentuk, karena paying hokum ini juga dibentuk dalam rangka memenuhi  kebutuhan perseorangan, masyarakat,  pemerintah dan dunia usaha dalam hal kearsipan. 
 Regulasi tersebut didasarkan pada Visi Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan , yaitu  bahwa arsip dan perpustakaan sebagai warisan budaya , wisata edukasi,  dan sumber informasi yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aapun Misinya adalah :

1. Memberdayakan lembaga kearsipan dan perpustakaan;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kearsipan dan perpustakaan;

3. Mengembangkan system jaringan informasi kearsipan dan perpustakaan;

4. Memasyarakatkan arsip dan perpustakaan;

5. Mewujudkan pelayanan bidang perpustakaan dan kearsipan yang edukatif rekreasi berbasis teknologi informasi

6. Memberdayakan arsip sebagai tlang punggung managemen pemerintahan dan pembangunan.

                 Program yang sudah dilakukan  antara lain :

1. Pembinaan Arsip di desa-desa di wilayah Kabupaten Pati, antara lain di desa Tamansari, Desa Sumberan  Kecamatan Jaken, dan akn terus dilakukan di seluruh  desa-desa  di wilayah Kabupaten Pati;
2. Fumigasi Depo arsip daerah yang terus menerus dilakukan untuk menata dan membangun kearsipan yang berkualitas dan berdaya guna, karena kearsipan merupakan kebutuhan primer untuk masa depan ;

3. Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2018 di wilayah Kabupaten Pati. Perlunya standar pengarsipan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Kabupaten Pati memiliki sejumlah potensi baik sumber daya alam, ekonomi maupun kependudukan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007-2011 berkisar antara 4,81% - 5,43%, -meskipun masih dibawah angka rata-rata Jawa Tengah sebesar 5,59%- menunjukkan bahwa Kabupaten Pati memiliki aktivitas ekonomi yang memadai bagi penduduknya yang berjumlah 1.198.529 pada tahun 2011.

Investasi PMDN di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2007 sampai dengan tahun 2011 terdapat tiga puluh tiga (33) investor, yaitu di bidang perindustrian dan perdagangan dengan total investasi mencapai 421.572.256.914 Tenaga kerja yang terserap sebanyak 14.202 orang pada tahun 2011.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator agregat dari capaian peningkatan kesejahteraan dalam pembangunan Kabupaten Pati. IPM Kabupaten Pati tahun 2010 sebesar 72,96 meningkat dari tahun 2009 sebesar 72,26. Kondisi tersebut lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah sebesar 72,49 dan menduduki peringkat 12 dari 35 kabupaten/kota. IPM Kabupaten Pati cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir jika dibandingkan Kabupaten di sekitarnya Kabupaten Kudus, Rembang, Jepara dan Kabupaten Blora.

Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2007 sebesar 86,28% meningkat menjadi 87,59% di Tahun 2011 atau meningkat sebesar 1,31%. Sementara untuk rata-rata lama sekolah sebesar 6,8 tahun ditahun 2007 menjadi sebesar 6,98 tahun di tahun 2011, atau secara rata-rata penduduk Kabupaten Pati usia 15 tahun ke atas berpendidikan setingkat kelas satu SMP.

Angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2011 sebesar 0,04% dari jumlah murid, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka putus sekolah sebesar 0,29%. Sedangkan angka putus sekolah SMA/MA/SMK di Kabupaten Pati tahun 2011 relatif rendah yaitu 0,74% dibandingkan dengan seluruh murid SMA/MA/SMK. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan dan kesadaran menyekolahkan anak di tingkat SMA/MA/SMK cukup baik.
Beberapa program dan kegiatan telah dilakukan dalam 2 tahun terakhir ini, yaitu :

Kondisi-kondisi sosiologis yang dipaparkan diatas melatar belakangi perlunya dibentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan.

iii. Aspek Yuridis

                 Aspek yuridis terkait dengan Tugas, kewenangan, fungsi dari Dinas Kearsipan  Kabupaten Pati selama ini yang menjadi acuan di dalam melaksanakan tugas kewenangan. Hal ini disasrkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 42 TAhun 2016.

Dinas  mempunyai tugas  membantua Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpstakaan dan kearsipan  dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Sedangkan fungsi  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan     perpustakaan;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan kearsipan dan perpsataan;
c. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan  bidang kearsipan dan perpustakaan.

Khusus Bidang Kearsipan  mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusankebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan  dan pengelolaan kegiatan, pengelolaan dan akuisisi, layanan dan pelestarian arsip, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas, maka Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan  teknis dan pengelolaan kegiatan, pengelolaan dan akuisisi, layanan dan pelestarian arsip, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi kearsipan.

a. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan dan akuisisi, layanan dan pelestarian arsip, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi kearsipan.

b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan  pengelolaan dan akuisisi, layanan dan pelestarian arsip, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi kearsipan.
Adapun tugas  rincian tugasnya :
a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja bidang kearsipan
b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan , petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dan akusisi arsip, seksi layanan, dan pelestarian arsip, seksi pembinaan , dan monitoring serta evaluasi Kearsipan;

c. memberi petujuk arahan, serta membagi tugas  kepada bawahan sesuai dengan tupoksinya;

d. mengkoordinasikan  pelaksanaan tugas bidang kearsipan;

e. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal;

f. merumuskan bahan kebijakan teknis;

g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kearsipan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya hampir 2 tahun memang belum banyak yang dilakukan oleh  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, mengingat  beberapa hal sebagai brikut :

7. masih masa transisi di tahun pertama dengan stuktur dan tugas kewenangan yag berbeda, bahkan lebih besar dari pada sebelumnya;

8. masih belum maksimalnya sarana dan prasarana yang mendukung;

9. masih belum maksimalnya sumber daya manusia sebagai salah satu factor pendukung yang utama;

10. walaupun regulasi  sebagai payung hokum sudah terbentuk, ternyata tidak serta merta berpengarh pada pendanaan;

11. perlunya dibangun komitmen para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan tugas . kewenangan yang tertuang dalam program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan daerah Kabupaten Pati, namun upaya yang dilakukan secara simultan tetap berjalan untuk mengejar ketinggalan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Upaya yang selama ini dilakukan antara lain :

1. telah tersusunnya Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan;
2. berbagai program sudah dilaksanakan walaupun belum maksimal.
BAB IV
PENUTUP

I. SIMPULAN 

Uraian pada bab-bab di atas tentang penyelenggaraan kearspan di Kabuapten Pati, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Kabupaten Pai sesua komitmen untuk melaksnakan Urusan Pemerintahan dibidang kearspan yang menjadi kewenangannya telah menyusun regulasi sebagai paying hokum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Kearsipan.
2. Pelaksaan  program dan kegiatan di bidang kearsipan diarahkan pada tersusunnya dokumentasi baik secara  d masing-masing OPD  di Kabuapten Pati, sehingga harapannya semua peristiwa dan data serta dokumen dapat tertata dan tersimpan dengan baik;

3. Diarahkannya pengarsipan dengan berbasis teknologi informasi dengan model penggunaan digital.

II. Saran  

Guna  peningkatan pelayanan dan tersusunnya data dan dokumentasi yang baik yang nantinya mampu untuk menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten Pati serta mampu terciptanya pemerintahan yang berish dan baik, maka bebrpa saran yang sekiranya dapat untk meningkatkan kualitas dari kearsipan khusunya di wilayah Kabupaten Pati, antara lain :
1. Perlunya persepsi yang sama dari seluruha jajaran OPD tentang arti pentingnya arsip;

2. Peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan sumber daya manusia sangat perlu mengingat pentingnya kearsipan di bidang pemerintahan.
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